
 

 

 

 
BUPATI CIAMIS 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI CIAMIS 

NOMOR   16   TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 38 TAHUN 2013 

TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI CIAMIS, 

Menimbang : a. bahwa Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2013; 

b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, belum cukup mengatur Penilik dan Guru 
Pamong yang tidak menerima tunjangan profesi pendidik; 

c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada 
huruf b, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud 

pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan yang 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan 

Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota; 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan;  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 

Daerah sebagaimana tela diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 53 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman 
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 
Instansi Pemerintah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan 

Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Evaluasi Jabatan; 

19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 

Tahun 2011 tentang pedoman Penghitungan Tunjangan 
Kinerja Pegawai Negeri Sipil; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis 

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Ciamis; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Ciamis 2005-2025 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis 
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Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Ciamis  Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Ciamis 2005-2025; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah. 

 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 
 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 38 TAHUN 2013 

TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN CIAMIS. 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2013 
tentang  Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, diubah sebagai berikut : 
 

 1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 selengkapnya 

berbunyi: 

 

Pasal 5 

(1) Jabatan Fungsional Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 
(2) terdiri dari jabatan administratif, klerikal/pelayanan, teknis dan 
operasional.  

(2) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 
ayat (2) terdiri dari jabatan fungsional tertentu di luar fungsional 
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kecuali Penilik dan 
Pamong Belajar.  

(3) Jabatan klerikal/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari pelaksana teknis kegiatan administrasi, pengadministrasi 
umum dan pengadministrasi tertentu. 

(4) Jabatan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
terdiri dari Petugas Operasional, Penyelia Teknis, Perencana Teknis.  

(5) Jabatan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) terdiri dari Tenaga Verifikator dan Tenaga Analis.  

  

 

 

 

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 selengkapnya  

berbunyi : 

 

Pasal 9 
(1) Pada prinsipnya Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada seluruh PNS Daerah 
berdasarkan besaran bobot jabatan masing-masing PNS, namun 

dengan mempertimbangkan kondisi objektif dan dukungan 
kemampuan keuangan dilakukan secara selektif dan bertahap. 
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(2) Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada tenaga 

pendidik/ guru/kepala sekolah/pengawas sekolah dan/atau PNS 
yang telah menerima tunjangan profesi pendidik, kecuali penilik dan 
Pamong Belajar diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan 

pertimbangan objektif lainnya.  

(3) Tenaga pendidik/guru/kepala sekolah/pengawas sekolah dan/atau 
PNS yang telah menerima tunjangan profesi pendidik tetap diberikan 

insentif lama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Ciamis.  
 

 

3. Ketentuan angka 1 dan 2 mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2017. 

 

 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis. 

 

 

                                                            Ditetapkan di Ciamis 

      pada tanggal  30 Mei 2017 

 

BUPATI CIAMIS, 

 

Cap/ttd 

 

H. IING SYAM ARIFIN 

 

Diundangkan di Ciamis 

pada tanggal  30 Mei 2017 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS, 

 

Cap/ttd 

 

H. HERDIAT S. 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2017 NOMOR  18 

  

                                                                                                                                                                                        
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 
 

 
 

 
AEP SUNENDAR, SH., MH 

NIP. 19621018 198303 1 005 
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